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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah 

tonggak sejarah kemerdekaan Negara Indonesia lepas dari belenggu 

penjajahan. Pernyataan kemerdekaan ini secara tegas dinyatakan dalam 

Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alenia ke-3 yang 

berbunyi:“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 

didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang 

bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya “. 

Penyataan ini mengandung amanat dan bermakna bahwa bangsa 

Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara dan 

bermasyarakat adalah bebas sebagai suatu bangsa yang merdeka. Hal 

tersebut diatas tidak terlepas dari tujuan politik hukum di Indonesia 

sebagaimana dinyatakan dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 

terdapat cita – cita Negara Indonesia ,yaitu : 

1.  Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 

Indonesia. 

2.  Untuk memajukan kesejahteraan umum, 

3.  Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

4.  Ikut memelihara ketertiban dunia. 

1 
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Berlandaskan hal ini, maka Negara Indonesia membentuk 

pemerintahan dengan menyelenggarakan pembangunan, pembangunan 

pada dasarnya merupakan perubahan positif. Perubahan ini direncanakan 

dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa 

depan yang mempunyai tujuan kearah kemajuan serta meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan kata lain hakiki 

pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus menerus dan 

berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. 

Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak 

langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat serta 

lingkungan. 

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan 

untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat 

Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan 

sejahtera merata meteriil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 

1945. 

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan 

dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (law 

reform). Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian 

pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik 

hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi 

juga hukum formil maupun hukum materielnya. 
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Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka 

perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan 

perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang 

terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan 

UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan 

zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. 

Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk 

mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk 

melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.1 

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak 

hanyamenyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu 

berkaitan dengan nilainilaiyang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau 

menyatakan : 

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, 
suatu upayauntuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum 
pidana yang sesuai dengannilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan 
sosio kultural masyarakat Indonesiayang melandasi kebijakan sosial, 
kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.2 

 
Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh 

Nyoman Sarikat Putra mengatakan,  

bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada 
tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran 
pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan 

                                                           
1
Satjipto Raharjo, 1996, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bhakti, h. 189 

2
Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, 

Citra Aditya Bakti, h. 28 
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perundang-undanganakan turut menentukan bagaimana penegakan 
hukum itu nanti dijalankan.3 

 
Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut 

Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari 

hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah 

mengenai yang saling berkait, yaitu  : 

1.  perbuatan apa yang sepatutnya dipidana ; 
2.  syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/ 

mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; 
dan 

3.  sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang 
tersebut ;4 

 
Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan 

Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan 

masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun 

kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam 

menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh 

pada aturan yang telah ditetapkan. 

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri 

atastiga tahapan yakni : 

a.  tahap kebijakan legislatif/formulatif ; 

b.  tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan 

c.  tahap kebijakan eksekutif/administratif 

                                                           
3
Nyoman, Sarikat Putra Jaya, 2005. Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang, 

Badan Penerbit Undip, H. 23 
4

Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan 

Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 136 
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Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana 

tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu 

kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau 

merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada 

permasalahan pokokdalam hukum pidana meliputi perbuatan yang 

bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan 

sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, 

kekuasaan yudikatif/aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal 

menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau 

pengadilandan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan 

hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. 

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut 

diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh 

Barda Nawawi Arief “bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan 

kejahatan (criminal policy) pada hakekatnya merupakan bagian integral 

dari upaya perlindungan masyarakat(social defence) dan upaya mencapai 

kesejahteraan masyarakat (social welfare).”5 

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam 

menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan 

modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata 

kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan 

                                                           
5

Barda Nawawi, 2002, Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan 

Penanggulangan Kejahatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cet ke 2, hal 73 
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terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada 

kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk 

didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya 

sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen 

lingkungan hidup.6 

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu 

system penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. sebagaimana 

landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :“Bumi 

air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” 

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, 

sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat 

besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. 

Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan 

pencurian kayu dihutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan 

berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan 

berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya 

banjir, erosi/tanah longsor, disfungsinya hutan sebagai penyangga 

keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah 

Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan 

yang seharusnya masuk ke kas Negara. 

                                                           
6

Siswanto Sunarso, 2005, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi 

penyelesaian sengketa, Jakarta, Rineka Cipta, h. 6 
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Aktifitas illegal logging saat ini berjalan dengan lebih terbuka, 

transparandan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan 

dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah 

dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. 

Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal 

(cukong), penyedia angkutan danpengaman usaha (seringkali sebagai 

pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, 

polisi, TNI). 

Berdasarkan hasil penelitian FKKPM modus yang digunakan dalam 

praktek illegal logging adalah pengusaha melakukan penebangan di 

bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang 

(over cutting) dan adakalanya illegal logging dilakukan melalui kerjasama 

antara perusahaan pemegang izin HPH dengan para cukong. Seringkali 

pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu 

sitaan kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali 

dengan perusahaan tersebut.7 

Dalam hasil temuan lain modus yang biasa dilakukan dalam illegal 

logging adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan 

yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta 

memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH 

untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek illegal logging. 

                                                           
7
Cecep Aminudin, Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi, 

Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 
2003. 
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Illegal loging terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat 

lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan para cukong 

bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan 

tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-

kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada 

masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan. 

Untuk mengatasi maraknya tindak pidana illegal Logging jajaran 

aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang 

lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, 

Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 

tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua 

undang-undang tersebut tentang Kehutanan (UUK) sebagai instrumen 

hukum untuk menanggulanggi tindak pidana illegal logging, meskipun 

secara limitatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah 

illegal logging. 

Yang dimaksud dengan illegal logging berdasarkan berdasarkan 
Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Penebangan 
Kayu illegal (Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di 
Kawasan Ekosistem Leuser dantaman Nasional Tanjung Puting, 
adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.8 
 
Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo,  

illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan 
melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian 
kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau 

                                                           
8
Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal 

(Illegal Logging) dan Peredaran Hasil hutan Illegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan 
taman Nasional Tanjung Puting, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk 
menanggulanggi secara cepat kasus illegal logging berupa penebagangan liar di Taman 
Nasional Tanjung Puting (daerah tertentu). 
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pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah 
ditetapkan dalam perizinan.9 

 
Di daerah-daerah pinggiran kawasan hutan Bojonegoro, Purwodadi 

maupun Blora banyak ditemui kasus dimana orang/warga masyarakat 

karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu 

dihutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah 

melakukan tindak pidana illegal logging sebagaimana ketentuan pasal 50 

dalam UUK. 

Sebelum berlakunya undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil 

hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal 

dalam KUHP, namun setelah berlakunya UU No. 41 tahun 1999 tentang 

Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin 

pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana 

tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 UUNo. 41 tahun 1999 yang 

notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila 

dikenai pasal-pasal dalam KUHP. 

Ketentuan penjelasan pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang 

dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan 

hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih 

lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana 

terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama. 

                                                           
9
 Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence 

dalam kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan 
Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah 
Agung RI, Jakarta 2003 
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Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar 

memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa 

sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan 

tindak pidana illegal logging bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan 

menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan 

penanggulangan kejahatan (criminal policy) sebagai upaya perlindungan 

masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat 

(social welfare), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena 

sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman 

yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mencuri kayu hutan 

dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 

Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana Illegal 

Logging ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan 

hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana 

memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana 

illegal Logging, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk 

mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan 

perbuatan illegal logging dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya 

dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif 

tersebut oleh badan yudikatif. 

Terjadi suatu tindak pidana penebangan kayu di hutan dalam 

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3988 K/Pid.Sus-

LH/2023 bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kendides, juga 
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ikut Saksi Jeksi Dadang Pernando atas ajakan dari Saksi Kendides, 

berangkat mengangkut 1 m3 (satu meter kubik) kayu jenis medang yang 

dimuat di dalam 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 milik Terdakwa 

yang dikendarai oleh Terdakwa dari rumah orang tua Saksi Kendides 

menuju ke tempat meubel milik Saksi Sitanggang yang terletak di daerah 

Trans Sulau, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu tanpa 

dilengkapi dengan dokumen yang menyertai pengangkutan kayu tersebut 

padahal Terdakwa dan Saksi Kendides mengetahui bahwa untuk 

mengangkut kayu tersebut harus dilengkapi dengan dokumen atau surat-

surat yang sah secara hukum agar pengangkutan kayu tersebut tidak 

menjadi masalah 

Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Kendides tetap mengangkut 

kayu tersebut karena Terdakwa akan mendapatkan upah jasa 

pengangkutan sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu 

rupiah) yang akan dibayarkan oleh Saksi Sitanggang kepada Terdakwa 

ketika kayu tersebut sampai dan diterima oleh Saksi Sitanggang di tempat 

meubel milik Saksi Suardi Sitanggang, tetapi sekira pukul 20.00 WIB di 

Desa Tanjung Aur, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, 

Provinsi Bengkulu Saksi Volan Yuthi Kurniawan dan Saksi Afriyan Idrus, 

S.H. selaku Ba Unit II Tipidter Sat Reskrim Polres Kaur mengamankan 

Terdakwa, Saksi Kendides, dan Saksi Jeksi Dadang Pernando beserta 

1,3824 m3 (satu koma tiga delapan dua empat meter kubik) kayu jenis 

medang dan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 berwarna hitam 
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karena pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan Surat 

Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 

mengenai illegal loging dengan judul tesis: Pertanggungjawaban Pidana 

Atas Tindakan Menebang Kayu Jenis Medang Dikawasan Hutan 

Tanpa Dilengkapi Sertifikat Hak Milik (Studi Putusan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 3988 K/Pid.Sus-LH/2023). 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditentukan perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana aturan penebangan kayu di kawasan hutan yang 

dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindakan penebangan 

kayu dikawasan hutan tanpa izin yang sah? 

3. Bagaimana pertanggungjawaban pidana atas tindakan menebang kayu 

jenis medang dikawasan hutan dalam Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 3988 K/Pid.Sus-LH/2023? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini 

adalah: 
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1. Untuk mengetahui dan menjelaskan aturan penebangan kayu di 

kawasan hutan yang dibenarkan dalam peraturan perundang-

undangan. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana atas 

tindakan penebangan kayu dikawasan hutan tanpa izin yang sah. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pidana atas 

tindakan menebang kayu jenis medang dikawasan hutan dalam 

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3988 K/Pid.Sus-

LH/2023  

 

D. Manfaat Penelitian 

Melalui Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis, normatif maupun praktis, yakni ; 

1. Secara teoritis, penelitian ini memiliki manfaat teoritis yaitu untuk 

memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan 

penelitian lain yang sejenis mengenai tindak pidana illegal loging. 

2. Secara praktis, Praktis hasil penelitian ini akan memberikan sumbang 

saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang 

pengangkutan kayu hasl hutan tanpa ijin. 

 

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 

1. Kerangka Teori 

Kerangka teoritik dan sebagainya, berbagai istilah tersebut pada 

dasarnya sama maksud dan maknanya, mungkin ada yang lebih luas dan 

yang lain lebih sempit kajiannya, akan tetapi isi dari kerangka teoritik 
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adalah konsepsi-konsepsi, teori-teori, pandangan-pandangan, dan 

penemuan yang relevan dengan pokok permasalahan.10 

Kata teoritik atau teoritis atau theorical berarti berdasarkan pada 

teori, mengenai atau menurut teori.11 Kata teori berasal dari kata theoria 

dalam bahasa Latin yang berarti perenungan. Kata theoria itu sendiri 

berasal dari kata thea yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil 

pandang. 12  Dalam penelitian ilmiah, adanya kerangka teoritis adalah 

merupakan suatu kerangka dari mana suatu masalah dan hipotesis 

diambil atau dihubungkan.  

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa: “Penelitian hukum 

dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori ataupun konsep baru 

sebagai preskrepsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.” 13 

Kedudukan teori dalam suatu penelitian hukum sangat penting, di mana 

teori membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada 

landasan filosofisnya yang tertinggi.14 

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari 

mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian 

                                                           
10

 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 
Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 92. 

11
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty, 

Yogyakarta, 2001, h. 156  
12

Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika 
Masalahnya, Elsam HuMa, Jakarta, 2002, h. 184 

13
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media, 

Jakarta, 2010, h. 35  
14

Satjipto Rahardjo, llmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 254. 
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itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas. 15 

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa :  

Dalam ilmu pengetahuan hukum, teori menempati kedudukan yang 
penting karena memberikan sarana untuk merangkum serta 
memahami masalah yang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang 
semula tampak tersebar dan berdiri sendiri bisa disatukan dan 
ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Teori dengan 
demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan 
dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.16 

 
a. Teori Tanggung Jawab  

Tanggung jawab seseorang ada seimbang dengan kerugian yang 

diakibatkan oleh perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dari 

orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang 

bertanggung jawab karena orang itu memiliki kualitas tertentu.17 

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berkaitan 

dengan perbuatan hukum tentunya berdasarkan sebab tertentu dan akan 

menimbulkan akibat tertentu pula. Sebab akibat yang muncul tidak serta 

merta dapat dilepaskan dari kewajiban seseorang atas apa yang telah 

dilakukan, dalam artian bahwa segala tindakan hukum dapat dimintakan 

tanggung jawab hukumnya. Teori tanggung jawab akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

Ada dua istilah yang menunjuk pada tanggung jawab dalam kamus 

hukum yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum 

yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung 

                                                           
15

Ibid., h. 253. 
16

Ibid.  
17

 W.Sommermeijer, Tanggung Jawab Hukum, Pusat Studi Hukum Universitas 
Parahyangan, Bandung, 2002, h. 23 
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jawab. Liability meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual 

atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejaHatan, biaya atau kondisi 

yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. 

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu 

kewajiban, termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan 

meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang 

dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability 

menunjuk pada pertanggung jawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat 

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah 

responsibility menunjuk pada tanggung jawab politik.18 

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya General Theory Of Law and 

State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum 

Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik yang dikutip oleh Selly 

Masdalia Pertiwi, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum 

menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas 

suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, 

subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal 

perbuatan yang bertentangan”.19 Dalam teori Perseroan Terbatas yang 

mutakhir mengenai kewajiban Pengurus Perseroan dianut dua pendapat 

bahwa Pengurus Perseroah memiliki 2 (dua) macam kewajiban yaitu 

                                                           
18

 Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2006, h. 335. 

19
 Selly Masdalia Pertiwi,Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik 

Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya, Program Studi 
Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014, h. 22. 
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kewajiban yang secara tegas ditentukan oleh Undang- undang (statutory 

duties) dan fiduciary duties. 

Tanggung jawab individu adalah seorang individu bertanggung jawab 

terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pada 

pertanggung jawaban kolektif seorang individu bertanggung jawab 

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Suatu sanksi dapat 

dikenakan kepada seorang individu yang melakukan suatu perbuatan 

hukum bersama-sama dengan individu lainnya tetapi ia berposisi dalam 

suatu hubungan hukum dengan pelaku delik. Menurut teori tradisional 

pertanggung jawaban dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan (based on fault) dan teori 

pertanggung jawaban mutlak (absolute responsibility). 20  Pertanggung 

jawaban berdasarkan kesalahan yaitu seorang individu yang bertanggung 

jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan 

diperkirakan memiliki tujuan untuk menimbulkan kerugian. Pertanggung 

jawaban mutlak artinya seorang individu bertanggung jawab atas 

pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak 

diperkirakan.21 

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam 

perbuatan melanggar hukum (tort liability) dapat menjadi beberapa teori, 

yaitu : 

                                                           
20

 Hans Kelsen I, Op.cit., h. 95 
21

 Hans Kelsen II, Op.cit. , h. 149 
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a.  Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus 
sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan 
penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat 
akan mengakibatkan kerugian. 

b.  Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan karena kelalaian (negligence tort liabity), didasarkan 
pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan 
moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend). 

 
Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa 

mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan pada perbuatannya 

baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun demikian 

bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul 

akibat perbuatannya. Maka dengan adanya teori tanggung jawab 

sekiranya dapat sebagai pisau analisis sehingga dapat memberikan apa 

yang menjadi tanggung jawab dari para Direksi khususnya Direksi Utama 

terhadap perusakan lingkungan hidup.  

 
b. Teori Sanksi Pidana  

Masalah penentuan pidana tidak terlepas dari pembentukan suatu 

undang-undang, yang mana pada dasarnya merupakan suatu kebijakan 

politik negara atau kebijakan hukum yang dibentuk oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Presiden. Di sini hukum tidak dapat hanya 

dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-

keharusan yang bersifat das sollen, melainkan harus dipandang sebagai 

subsistem yang dalam kenyataan (das sein) bukan tidak mungkin sangat 

ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya 

maupun dalam implementasi dan penegakannya. 
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Sudarto berpendapat bahwa politik hukum adalah usaha untuk 

mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan 

situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan 

yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang 

dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan 

apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai tujuan apa 

yang dicita-citakan.22 

Kebijakan, dalam pengertian yang selama ini dipahami oleh 

masyarakat umum, terutama dalam bidang kepemerintahan adalah policy, 

yang dapat diartikan sebagai the general principle by which a government 

is guided in it‟s management of public affairs, or the legislature in it‟s 

measures (Henry Cambell Black, 1979) (sebuah prinsip umum yang mana 

digunakan sebagai pedoman oleh pemerintah dalam manajemen 

penyelenggaraan urusan publik atau dalam pembentukan perundang-

undangan). Kebijakan penentuan pidana adalah prinsip umum yang 

digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam menentukan pidana 

dengan dasar-dasar yang rasional, proporsional, fungsional, dan tetap 

mengacu pada asas yang ditetapkan dalam ketentuan umum, baik yang 

ditentukan dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang 

selanjutnya disebut KUHP) maupun pedoman-pedoman umum untuk 

pembentukan peraturan perundangan yang berlaku. Peter Hoefnagels 

berpendapat, bahwa kebijakan penentuan pidana atau dikenal dengan 
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 Sudarto, 1983, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni. h. 20. 
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criminal policy mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yang meliputi 

penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh 

pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui 

massmedia.23 

Kebijakan penentuan pidana dapat diartikan sempit dan luas. Dalam 

arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari 

reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Kebijakan 

kriminal dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparatur penegak 

hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. 

Dalam arti yang paling luas adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan 

melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan 

untuk menegakkan norma dalam masyarakat jika terjadi pelanggaran.  

Bila dilihat dari lingkup di atas, pada dasarnya penanggulangan 

kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni lewat jalur 

penal atau hukum pidana dan lewat jalur nonpenal atau bukan hukum 

pidana. Jalur nonpenal meliputi pencegahan tanpa pidana, dan pengaruh 

pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui 

mass media. Jalur penal adalah melalui penerapan hukum pidana yang 

pada umumnya orang menyebut sebagai tindakan represif (penanganan 

atau penanggulangan). Selain mempunyai makna represif, jalur penal 

mempunyai makna preventif dalam artian luas. Di satu pihak pemidanaan 

itu dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana 

                                                           
23

 Packer, Herbert L., 1968, The Limits of The Criminal Sanction, California: 
Stanford University Press. h. 56 – 57. 
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sehingga kelak tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan di lain 

pihak, pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari 

kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa (pencegahan umum). 

Oleh karena itu, pandangan yang terakhir ini dianggap berorientasi ke 

depan (forward-looking).  

Pada umumnya, pandangan yang terakhir di atas dianggap lebih 

ideal dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan, dibandingkan 

dengan pandangan pertama yang masih dianggap backward-looking. 

Pandangan yang bersifat preventif atau pembinaan yang ada pada 

dewasa ini dianggap lebih modern sehingga banyak mempengaruhi 

kebijakan penentuan pidana di berbagai negara-negara di dunia, termasuk 

Indonesia.  

Sebagaimana dapat dipahami bahwa upaya dalam penanggulangan 

kejahatan melalui jalur nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk 

terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-

faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif 

tersebut antara lain berpusat pada masalah atau kondisi sosial atau 

ekonomi yang mana secara langsung atau tidak langsung dapat 

menimbulkan kejahatan. 

Dari gambaran tersebut di atas, pada dasarnya upaya nonpenal 

yang paling strategis adalah segala daya upaya untuk menjadikan 

masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat, 

baik materiel maupun immateriel dari faktor-faktor kriminogen. Dengan 
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demikian, masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai 

faktor penangkal kejahatan atau faktor ’’anti kriminogen’’ yang merupakan 

bagian integral dari keseluruhan kebijakan penentuan pidana. Beberapa 

negara di Eropa,misalnya, penentuan pidana mati sama sekali dilarang 

karena dinilai melanggar HAM dan penentuan pidana penjara disana 

sudah tidak sepopuler seperti di negara-negara berkembang. 

Di Belanda, telah berkembang adanya pengaturan dan juga 

penerapan secara konsisten penyelesaian perkara di luar sidang 

pengadilan (afdoening buiten process). Disana, peran Jaksa Penuntut 

Umum, dalam hal penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, 

diberikan tempat oleh undang-undangnya, untuk dapat menjatuhkan 

pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua 

metode diversi dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni non 

penuntutan pidana, dan transaksi (tawar- menawar) dalam penyelesaian 

perkara di luar sidang pengadilan.  

Transaksi dapat dipertimbangkan sebagai bentuk diversi yang oleh 

pelaku secara sukarela membayar sejumlah uang kepada negara, 

memenuhi satu atau lebih persyaratan finansial yang ditetapkan oleh 

penuntut umum dalam rangka menghindari penuntutan tindak pidana dan 

pengadilan lebih lanjut. Transaksi ini dikenal sejak 1838 pada kasus 

finansial (keuangan). Pada tahun 1983, pembayaran atau penetapan pada 

suatu kasus finansial semata-mata menangguhkan untuk pelanggaran 

ringan yang secara prinsip hanya dipidana dengan denda. Pasal 74 PC 
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menentukan bahwa transaksi dapat dilakukan untuk tindak pidana yang 

diancam kurang dari 6 tahun, dengan syarat:  

1.  Pembayaran sejumlah uang ke negara, asalkan jumlah uang tersebut 

tidak kurang dari 5 Gulden dan tidak lebih dari maksimum denda yang 

ditentukan undang-undang;  

2.  Penyangkalan atas benda yang telah disita atau dalam penyitaan;  

3.  Penyerahan benda atas penyitaan atau pembayaran pada negara atas 

harga yang dinilai;  

4.  Pembayaran penuh kepada negara sejumlah uang atau mentransfer 

benda yang disita dari terdakwa, sebagian atau seluruhnya, taksiran-

taksiran perolehan yang diperoleh (dengan memakai) atau berasal dari 

tindak pidana, termasuk biaya yang disimpan;  

5.  Seluruh atau sebagian kerugian atas kerusakan yang disebabkan oleh 

tindak pidana  

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan a plea-bargaining 

system, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup 

transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan 

transaksi oleh jaksa. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan 

keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan 

untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, 

pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, 

transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan 

adalah mabuk di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan 
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transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni 

maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya 

adalah 450.000 Euro.24 

Berdasarkan transaksi di atas, dewan jaksa penuntut umum (Board 

of Prosecutor General) mengeluarkan petunjuk pelaksanaan nasional. 

Petunjuk pelaksanaan tersebut didasarkan pada kepentingan umum, 

misalnya :  

1. Selain sanksi, hukuman yang dipandang lebih baik atau akan lebih 
efektif, misalnya, tindakan disiplin, administratif, dan juga tindakan 
perdata;  

2.  Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak 
efektif dikaitkan dengan jenis kejahatan yang tidak mengakibatkan 
kerugian dan tidak layak untuk dikenai hukuman;  

3.  Penuntutan akan menjadi tidak proporsional, tidak adil, atau tidak 
efektif bila dikaitkan dengan pelaku kejahatan, misalnya umurnya, 
kesehatan, prospek penyembuhan, atau pelaku pertama;  

4.  Penuntutan menjadi bertentangan dengan kepentingan negara, 
seperti halnya alasan keamanan, ketenteraman dan juga 
ketertiban, atau jika ada peraturan baru yang diintrodusir;  

5.  Penuntutan akan menjadi bertentangan dengan kepentingan 
korban, misalnya ganti kerugian telah dibayar.25 

 
Di Indonesia, Pasal 82 KUHP juga menganut penyelesaian perkara 

di luar peradilan. Pasal 82 ayat 1 KUHP berbunyi ”Kewenangan menuntut 

pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, 

kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang 

telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang 

ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang 

ditetapkan olehnya”.  
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Selanjutnya ayat 2 menentukan: ”Jika di samping pidana denda 

ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus 

diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat 

sebagaimana dimaksud pada ayat 1”. 

Bila dihubungkan dengan perkembangan tujuan dan bentuk-bentuk 

pidana dan pemidanaan di atas, maka dengan pendekatan restorative 

justice (keadilan restoratif) akan lebih cocok jika diterapkan dalam hal 

memulihkan keseimbangan (evenwicht, harmonie) antara dunia lahir dan 

dunia gaib, antara golongan manusia seluruhnya dan juga orang 

perseorangan, antara persekutuan dan teman sejawatnya dalam 

kehidupan alam pikiran tradisional Indonesia yang bersifat kosmis. 

Pemikiran ini, salah satunya telah dikembangkan melalui pembentukan 

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang minggu lalu 

telah disetujui oleh rapat Paripurna DPR-RI.  

Barb Toews, dalam bukunya The Little Book of Restorative Justice 

for People in Prison mengatakan bahwa kebanyakan orang berpendapat 

bahwa keadilan mengharuskan adanya suatu pembalasan, hukuman, dan 

pemenjaraan. Sistem peradilan pidana terpadu sering merespon hal 

seperti itu karena sistem tersebut mempercayai bahwa masyarakat yang 

bersalah harus dihukum karena kejahatannya. Namun demikian, hasil dari 

penghukuman justru akan mengakibatkan kerugian kepada pelaku, 

korban, keluarga pelaku, dan masyarakat sekitar. Untuk itu, keadilan 
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restoratif yang dapat menjawab permasalahan tersebut. 26  Lebih lanjut 

dikatakan bahwa keadilan restoratif menawarkan suatu respons keadilan 

yang mencari perbaikan individu, pemulihan hubungan, dan memajukan 

atau mendorong kebaikan.  

Konsep keadilan restoratif bila dikaitkan dengan hukum adat di atas, 

sama dekatnya dengan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan 

(afdoening buiten process) yang hampir sama dengan paradigma 

penghukuman keadilan restoratif dimana pelaku didorong untuk 

memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya kepada korban, 

keluarganya, dan juga masyarakat. Suspended prosecution atau di 

Belanda dikenal dengan istilah seponeering, telah diterapkan di beberapa 

negara sebagai bentuk diversi yang mengarah pada model keadilan 

restoratif. 

Hoefnagels mengingatkan bahwa ”Punishment in criminal law is 

limited not only by effectiveness and purposefulness but above all by 

legality”. 27  Jadi, selain efektif, kebijakan penentuan pidana juga harus 

mempunyai tujuan yang penuh makna secara mendalam sebagai dasar 

berpijak untuk lebih berorientasi pada falsafah pemidanaan dan tujuan 

pemidanaan. 

Belanda, dalam kultur pemidanaan (penal culture), yang lebih 

spesifik lagi mengenai budaya penjatuhan pidana (sentencing culture), 

dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris 
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 Ibid.,h. 5. 
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 Ibid.,h. 139. 
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mempunyai tradisi penjeraan, sedangkan di Belanda lebih pada 

humanitarian (cinta kasih atau manusiawi) yang dikombinasi dengan suatu 

kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang 

destruktif. Di Belanda, ide penghukuman hanya tujuan akhir sebagai 

ultimum remedium.28 Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP 

Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana 

penjara.  

Prospek pengaturan pidana denda tidak hanya memfokuskan diri 

pada substansi hukum pidana, tetapi juga melihat pada pelaksanaan 

proses peradilan sebagai ujung tombak terciptanya rasa akan keadilan 

dalam masyarakat. Pembenahan terhadap penataan institusi atau 

lembaga dan sistem manajemen atau tata laksana yang mendukung 

sistem peradilan pidana dalam makna proses hukum yang adil atau layak. 

Diskresi kelembagaan termasuk diperhitungkan untuk melaksanakan 

keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu, yang mana dibarengi 

dengan pengawasan, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas penegak 

hukum.  

Pembentuk undang-undang di Indonesia kini hanya perlu memilih, 

apakah masih memilih pandangan retributif atau pembalasan (retributive 

view) yang mana mengandaikan pidana sebagai ganjaran negatif 

terhadap setiap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga 

masyarakat ataukah pandangan utilitarian (utilitarian view) yang lebih 
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melihat pidana itu dari segi manfaat atau kegunaannya. Pandangan 

utilitarian melihat situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan 

dijatuhkannya pidana dan penjatuhan pidana tersebut harus dilihat dari 

segi tujuan, manfaat, atau kegunaannya untuk perbaikan dan 

pencegahan. Jadi, di satu sisi pemidanaan dimaksudkan untuk 

memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana sehingga kelak tidak akan 

mengulangi lagi perbuatan yang sama. Di sisi lain, pemidanaan 

dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan 

perbuatan yang serupa. 

Pada umumnya, pandangan utilitarian tersebut dianggap lebih ideal 

dalam rangka penerapan gagasan pemidanaan. Pandangan yang bersifat 

preventif dan pembinaan, dewasa ini dianggap lebih modern dan karena 

itu banyak mempengaruhi kebijakan penentuan pidana di berbagai 

negara. Selain pandangan di atas, Packer mempunyai pandangan lain 

yang disebut dengan pandangan behaviorial. Ia berpendapat bahwa pada 

dasarnya, behaviorial ini juga berorientasi ke depan, artinya pidana tidak 

dilihat sebagai pembalasan kepada penjahat, tetapi dilihat sebagai sarana 

untuk memperbaiki tingkah laku terpidana. Hanya saja, berbeda dengan 

pandangan utilitarian, pandangan kaum behaviorist ini didasari oleh 

paham determinisme yang ekstrem. Individu manusia dianggap sama 

sekali tidak mempunyai kehendak bebas dan karenanya tidak mungkin 

dituntut pertanggungjawaban moral yang tegas. Setiap perbuatan anti 
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sosial yang dilakukan disebabkan oleh banyak faktor yang berada di luar 

kekuasaan individu itu sendiri. 

Pandangan Muladi juga perlu dipertimbangkan dalam penentuan 

pidana karena Muladi mencoba melakukan integrasi antara ketiga 

pandangan tersebut yang disebut dengan teori tujuan pemidanaan yang 

integratif. Pandangan inilah yang dapat memenuhi fungsinya dalam 

rangka mengatasi kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana 

(kemanusiaan dalam sistem Pancasila) (Muladi, 1992:53-54). Pilihan teori 

integratif ini dilakukan karena adanya pendekatan multi dimensional yang 

bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik dampak yang 

bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial. 

Perlu diingat juga, bahwa ancaman hukuman yang ditentukan dalam 

suatu undang-undang, pada umumnya menimbulkan pemaksaan 

psikologis bagi mereka yang akan atau telah melakukan pelanggaran 

pidana. Teori pemaksaan psikologis dimaksudkan bahwa ancaman 

hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan 

kejahatan, dalam arti orang harus menyadari bahwa jika melakukan suatu 

kejahatan itu mereka pasti akan dipidana. Jadi, tujuan utama pidana 

adalah memaksa penduduk secara psikologis agar mereka itu jangan 

sampai melakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum.  

Berdasarkan hal tersebut, Anselm von Feuerbach berpendapat 

bahwa asas yang penting bagi pemberian ancaman pidana yakni setiap 

penjatuhan pidana oleh hakim haruslah merupakan suatu akibat hukum 
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dari suatu ketentuan menurut undang-undang dengan maksud menjamin 

hak-hak yang ada pada setiap orang. Undang-undang harus memberikan 

suatu ancaman pidana berupa suatu penderitaan kepada setiap orang 

yang melakukan pelanggaran hukum.29 

Tujuan pemidanaan yang dikembangkan oleh para pembentuk RUU 

KUHP tampaknya merupakan gabungan dari teori tujuan itu sendiri yakni 

pencegahan umum (generale preventie) terutama teori pencegahan 

umum secara psikologis (psychologische dwang) dan pencegahan khusus 

(speciale preventie) yang mempunyai tujuan agar penjahat tidak 

mengulangi perbuatannya. Pelaku tindak pidana di kemudian hari akan 

menahan diri agar tidak berbuat seperti itu lagi, karena pelaku merasakan 

bahwa pidana merupakan penderitaan sehingga pidana itu berfungsi 

mendidik dan memperbaiki.  

Dalam RUU KUHP, tujuan pemidanaan ditentukan sebagai berikut: 

mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum 

demi pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan 

mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan juga 

berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam 

masyarakat; dan membebaskan rasa bersalah pada para terpidana. 

Pemidanaan tersebut tidak ditujukan untuk menderitakan dan 

merendahkan martabat manusia. 

                                                           
29

 Lamintang, P.A.F., 1983, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar 
Baru. h. 127-128. 
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c. Teori Tindak Pidana Illegal Loging 

Istilah tindak pidana adalah istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda sebagai Strafbaarfeit. Dalam peraturan perundang-undangan 

Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana 

yang dipahami selama ini merupakan kreasi para ahli ilmu hukum. Para 

ahli hukum pidana umumnya masih merumuskan kesalahan sebagai 

bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang 

didefinisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda 

tersebut, pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum 

pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.30 

Simons mengatakan bahwa Strafbaarfeit itu adalah kelakuan yang 

diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubungan 

dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu 

bertanggungjawab. 31  Sedangkan Van Hamel mengatakan bahwa 

Strafbaarfeit itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam 

undangundang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan 

dengan kesalahan. 32  Keduanya masih memasukkan kesalahan dalam 

pengertian tindak pidana. Berhubungan dengan “kesalahan” ataupun 

“dilakukan dengan kesalahan” merupakan frasa yang memberi pertanda, 

bahwa bagi beliau suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika di 

dalamnya juga dirumuskan tentang kesalahan.  

                                                           
30

Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana, h. 25. 
31

S.R. Sianturi, 1986, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, 

Jakarta, Alumni AHAEM-PTHAEM, h. 205. 
32

Ibid. 
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Menurut Van Apeldoorn, sebagaimana dikutip oleh Chairul Huda 
dilihat dari segi objektif (ius poenali), maka peristiwa pidana adalah 
suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum positif, yang 
bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum 
dilarang dengan ancaman hukuman. Sedangkan dari segi subjektif 
(ius puniendi) peristiwa pidana adalah “segi kesalahan” (schuldzijie), 
yakni bahwa akibat yang tidak diingini undang-undang yang 
dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan kepadanya.33 

 
Dengan adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali 

perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan. 

Dengan kata lain “the rules which tell all of us what we can and cannot 

do”.34 Aturan tersebut menentukan perbuatan yang boleh dan yang tidak 

boleh dilakukan.  

Pengertian “Illegal Logging” dalam peraturan perundang-undangan 

yangada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, 

terminologi illegallogging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu 

dari bahasa Inggris.Dalam The Contemporary English Indonesian 

Dictionary, “illegal” artinya tidaksah, dilarang atau bertentangan dengan 

hukum, haram.35 Dalam Black‟s LawDictionary illegal artinya “forbiden by 

law, unlawdull” artinya yang dilarangmenurut hukum atau tidak sah 36 . 

“Log” dalam bahasa Inggris artinya batang kayuatau kayu gelondongan, 

dan “logging” artinya menebang kayu dan membawa ketempat 

gergajian37. 

                                                           
33

Chairul Huda, Op.cit., h. 26. 
34

Ibid., h. 16. 
35

Salim , 1987, Kamus Indonesia Inggris, Jakarta, Modern English Press, h. 925 
36

 Garner, 1999, Black Law Dictionary, Dalas, West Group , h. 750 
37

Ibid h. 1094 
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Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan 

bahwaillegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian 

membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau 

tidak sah menuruthukum. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Penebagan Kayu Illegal (Illegal Logging) dan Peredaran 

Hasil Hutan illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional 

Tanjung Putting, istilah illegal logging disinonimkan dengan penebangan 

kayu ilegal. 

Definisi dari penebangan adalah berasal dari temu karya yang 

diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu : bahwa 

illegal logging adalah “Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat 

izin dan yang merusak”. Illegal logging identik dengan istilah “pembalakan 

illegal” yang digunakan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global 

Forest Watch yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan 

kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan 

perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Lebih 

lanjut FWI illegal logging membagi menjadi dua yaitu : 

Pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar 

ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan 

pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak 

mempunyai hak illegal untuk menebang pohon. 

Gambaran tentang illegal logging menurut pendapat ini menunjukan 

adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang 
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saling terkait, mulai sumber atau produser kayu illegal atau yang 

melakukan penebangan kayusecara illegal hingga ke konsumen atau 

pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan 

yang illegal, pengangkutan illegal dan proses eksport atau penjualan yang 

illegal. Proses illegal logging ini, dalam perkembangannya semakin nyata 

terjadi dan seringkali kayu-kayu illegal dari hasil illegal logging itu dicuci 

terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-

kayu yang pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak 

tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu 

tersebut memasuki pasar, maka akan sulit lagi diidentifikasi mana yang 

merupakan kayu illegal dan mana yang merupakan kayu legal. 

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkam bahwa illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan 

dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor 

kayu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah 

atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena 

dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-

unsur yang terdapat dalam kejahatan illegal logging tersebut antara lain : 

adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan 

kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan 

hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang 

berlaku. Illegal logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang 

kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu 
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yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau 

berpotensi merusak hutan. 

Esensi yang penting dalam praktik illegal logging ini adalah 

perusakan hutan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 

2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang 

akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi maupun 

sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan 

secara komprehenshif, maka illegal logging mempunyai potensi merusak 

hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.Terkait 

dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam 

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa 

:“Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan 

perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang 

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang 

pembangunan berkelanjutan.” 

Kerusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan 

Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : “Yang dimaksud dengan kerusakan 

adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang 

menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai 

dengan fungsinya.” 

Istilah “Kerusakan hutan” yang dimuat dalam peraturan perundang-

undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan 
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hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu : pertama, 

kerusakan hutanyang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari 

pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan 

hukum. Kedua, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah 

suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan 

kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk 

perizinan. 

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa 

dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber 

daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas 

akan menimbulkan efek dari perubahan dari perubahan kondisi hutan 

tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu 

merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi 

perusakan hutan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 

2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam 

bentuk ini, tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum 

sebagaimana pendapat diatas. 

Hal tersebut karena kerusakan hutan tersebut melalui mekanisme 

yang terstruktur dan tersistem yang melalui proses perencanaan atau 

manajemen yang matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya 

perlindungan hutan itu sendiri seperti dengan jalan reboisasi atau 

penebangan yang teratur dengan sistem tebang pilih dan sebagainya. 

Kerusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan 
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illegal logging. Analisis yuridis tentang illegal logging yang merupakan 

kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan adalah bahwa 

kegiatan illegal logging ini merupakan kegiatan yang unprediktibel 

terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari 

perencanaan yang telah ada. Perlindungan hutan direfleksikan dalam 

mekanisme konsesi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi 

perijinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan. 

Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan 

diperlukan konsep yang dapat mengintegralisasi upaya pemanfaatan 

fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar 

keadaan lingkungan tetapmenjadi serasi dan seimbang atau pengelolaan 

hutan yang berkelanjutan/lestari (sustainable forest management) dan 

pembangunan berkelanjutan (sustainabledevelopment). 

Menurut Koesnadi Harjasumantri bahwa :“istilah” pelestarian 

kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang” membawa kepada 

keserasian antara “pembangunan” dan “lingkungan”, sehingga kedua 

pengertian itu, yaitu “pembangunan” dan “lingkungan” tidak 

dipertentangkan satu denganyang lain”38. 

Hutan yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam 

pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas yang 

berlaku secara internasional yaitu asas hutan yang berkelanjutan/lestari 

(sustainableforest) dan asas ecolabelling .asas hutan berkelanjutan 
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(sustainable forest) adalah asas tentang pengelolaan hutan yang 

berkelanjutan dan peningkatan kerja sama internasional dalam pelestarian 

hutan dan pembangunan berkelanjutan. asas ecolabelling adalah asas 

tentang semua kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari 

melalui mekanisme pelabelan.39 

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah 

merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa tindak pidana perusakan hutan 

adalah merupakan kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu 

adalah illegal logging. 

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah 

suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi 

pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti 

juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam 

sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-

perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. 

Menurut Muladi kejahatan atas kriminal merupakan salah satu 

bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap 

bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan 40 . 

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan illegal logging 

merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat 

                                                           
39

Ibid h. 11 
40

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit, h.148 
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luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan 

ini merupakan ancaman yang potensiil bagi ketertiban sosial dan dapat 

menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, 

sehingga perbuatan itu secara faktual meyimpang dari norma-norma yang 

mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Bahkan dampak kerusakan 

hutan yang diakibatkan oleh kejahatan illegal logging ini tidak hanya 

dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun 

dirasakan secara nasional, regional maupun internasional oleh karenanya 

illegal logging disebut juga istilah transnational crime dan extra ordinary 

crime. 

 
2. Kerangka Konsep 

Konsepsi berasal dari bahasa latin, conceptus yang memiliki arti 

sebagai suatu kegiatan atau proses berpikir, daya berfikir khususnya 

penalaran dan pertimbangan. Peranan konsep dalam penelitian adalah 

untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan 

realitas.  

Konsepsi merupakan definisi operasional dari intisari obyek 

penelitian yang akan dilaksanakan. Pentingnya definisi operasional adalah 

untuk menghindarkan perbedaan pengertian dan penafsiran dari suatu 

istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan 

pegangan pada proses penelitian ini.  Menghindari terjadinya perbedaan 

pengertian tentang konsep yang dipakai dalam penelitian ini, perlu 
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dikemukakan mengenai pengertian konsep yang akan digunakan, sebagai 

berikut:  

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah Pertanggungjawaban pidana 

merupakan “suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk 

bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”41 

2. Tindakan adalah mulai bertindak; mengadakan aturan-aturan;42 

3. Illegal Logging 

Illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu 
dari bahasa Inggris.Dalam The Contemporary English Indonesian 
Dictionary, “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan 
dengan hukum, haram. 43  Dalam Black‟s Law Dictionary illegal 
artinya “forbiden by law, unlawdull” artinya yang dilarang menurut 
hukum atau tidak sah 44 . “Log” dalam bahasa Inggris artinya 
batang kayu atau kayu gelondongan, dan “logging” artinya 
menebang kayu dan membawa ketempat gergajian45.  
 

4. Kawasan Hutan menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan adalah  

“wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah 

untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.  

5. Sertifikat adalah suatu akta yang sengaja dibuat untuk bukti tentang 

adanya suatu peristiwa tertentu.46 

 
 

                                                           
41

 Chairul huda, Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan‟ menuju kepada „Tiada  

Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan,Kencana, Jakarta, 2011, h. 71 
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 Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Departemen Pendidikan 
Nasional, 2008. h. 51 
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Salim , Op.Cit., h. 925 
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 Garner, Op.Cit., h. 750 
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 James Julianto Irawan, Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 197 
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F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di perpustakaan 

Universitas Islam Sumatera Utara dan  browsing melalui internet terdapat 

beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu, yang 

berkaitan dengan judul dan permasalahan yang menjadi objek kajian 

dalam penulisan tesis ini. Adapun beberapa penelitian yang memiliki 

keterkaitan dengan objek penelitian ini adalah: 

1. Tesis Dila Romi Aprilia, NIM: 1006736495, mahasiswa Program 

Pasca Sarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas 

Indonesia, Jakarta, 2012. 

Judul tesis yang menjadi topik/tema dalam penelitian tesis ini 

adalah mengenai: Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya 

Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Loging. 

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini 

adalah: tindak pidana illegal logging ditinjau dari hukum kehutanan, 

kebijakan hukum pidana yang dilakukan dalam rangka pencegahan 

dan penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging, 

Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan 

penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging. 

2. Tesis Tuty Budi Utami, NIM: B4A 005 053, Mahasiswa Program 

Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.  

Judul penelitian/tesis: “Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Loging” 
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Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: 

perumusan kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan 

penerapan sanksi pidana yang akan datang. 

Berdasarkan peninjauan yang telah dilakukan, maka sejauh yang 

diketahui, penelitian Tentang: Pertanggungjawaban Pidana Atas 

Tindakan Menebang Kayu Jenis Medang Dikawasan Hutan Tanpa 

Dilengkapi Sertifikat Hak Milik (Studi Putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 3988 K/Pid.Sus-LH/2023) belum pernah 

dilakukan baik dilihat dari judul maupun dari subtansi permasalahan 

Sehingga penelitian ini adalah asli adanya. Artinya, secara akademik 

penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan kemurniannya. 

 
G. Metode Penelitian  

1. Spesifikasi Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu  “menggambarkan keadaan 

atau suatu fenomena yang berhubungan dengan permasalahan yang 

akan diteliti”.47  Deskriptif analistis akan dikaji peraturan-peraturan yang 

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan yang 

menyangkut permasalahan yang telah di identifikasi. 

 

2. Metode Pendekatan 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa pendekatan dalam 

penelitian hukum. Pendekatan-pendekatan itu antara lain pendekatan 
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undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 

pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif 

(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach).48 

Dalam penulisan ini, penulis cenderung menggunakan pendekatan 

undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang di tangani, sedangkan pendekatan kasus dilakukan 

dengan menelaah putusan pengadilan atas suatu kasus yang terkait 

 
3. Objek Penelitian 

Adapun objek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Putusan 

Nomor 3988 K/Pid.Sus-LH/2023. 

 
4. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data yang diambil oleh penulis dalam penulisan 

hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini 

merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari, membaca, dan 

mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-

undangan, serta artikel-artikel penting dari media internet dan erat 

kaitannya dengan pokok-pokok masalah yang digunakan untuk menyusun 
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penulisan hukum ini yang kemudian dikategorisasikan menurut 

pengelompokan yang tepat. 

 
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 

a. Jenis Data  

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum 

kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian 

ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang 

diteliti.  

Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto 

merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian 

ini dapat pula dinamakan penelitian hukum normatif atau 

penelitian hukum kepustakaan.49 

 

b.  Sumber Data  

Sumber data merupakan tempat data diperoleh. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu tempat 

kedua diperoleh data. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa  
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a.  bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri 

dari:  

1)  UUD 1945;  

2) KUHP 

3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

4) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

3) Putusan Mahakmah Agung Republik Indonesia Nomor 3988 

K/Pid.Sus-LH/2023;  

b.  Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya 

ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, majalah, internet, 

e-book, dan makalah. 

c. Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data merupakan landasan utama dalam 

menyusun tesis ini yang didasarkan atas : penelitian kepustakaan 

(library research);  Dengan metode ini penulis dapat 

mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, berupa putusan dari 

pengadilan, buku-buku, majalah, dokumen-dokumen, serta 

sumber-sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian 

permasalahan dalam tesis ini. 
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6. Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipergunakan oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, yakni suatu uraian 

mengenai cara-cara analisis berupa kegiatan mengumpulkan data 

kemudian di edit dahulu untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai bahan 

yang sifatnya kualitatif, yaitu data yang berisikan sejumlah penjelasan dan 

pemahaman mengenai isi dan kualitas isi dan gejala-gejala sosial yang 

menjadi sasaran atau objek penelitian.50  

Teknik analisis data ini dilakukan dengan teknik analisis data yang 

logis dengan metode induktif. Metode induktif adalah cara berfikir yang 

berpangkal dari prinsip-prinsip umum, yang menghadirkan objek yang 

hendak diteliti, menjabarkan objek yang diteliti tersebut dan kemudian 

melakukan konklusi dari penelitian tersebut 
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BAB II 

ATURAN PENEBANGAN KAYU DI KAWASAN HUTAN 
YANG DIBENARKAN DALAM PERATURAN  

PERUNDANG-UNDANGAN 
 

A. Tinjauan Tentang Kehutanan Beserta Pengaturannya 

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan 

karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam 

yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada 

banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai 

penyangga paru-paru dunia. Menurut Black Law Dictionary, hutan (forest) 

adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat 

hidup segala binatang.51 

Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang 

merupakan persekutuan hidup alam hayati besertaalam lingkungannya, 

dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan merupakan 

harta kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu hasil dari hutan perlu 

dijaga, dipertahankan dan di lindungi agar hutan dapat berfungsi dengan 

baik. Istilah hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan 

forrest (Inggris).Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang dan 

dapat dikembangkan untuk kepentingan diluar kehutanan, seperti 

pariwisata. Di dalam hukum Inggris kuno, forrest (hutan) adalah suatu 

daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup 
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binatang buas dan burung-burung hutan. 

Hutan menurut Dengler adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh 

pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, 

angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi 

dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan atau pepohonan baru asalkan tumbuh 

pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan 

vertikal).  

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999, hutan 

adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber 

daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 

lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.2 

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi Hutan diatas, yaitu:  

1.  Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.  

2.  Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.  

3.  Unsur lingkungan.  

4.  Unsur penetapan pemerintah.  

Unsur pertama, kedua dan ketiga membentuk persekutuan hidup 

yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian hutan 

disini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan 

(tanah), pohon, flora dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu 

kesatuan yang utuh.Adanya penetapan Pemerintah mengenai hutan 

mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya penetapan 

pemerintah tersebut, kedudukan hutan menjadi sangat kuat. 
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Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu:  

1.  Agar setiap orang tidak sewenang-wenang untuk membabat, 

menduduki dan atau mengerjakan kawasan hutan.  

2.  Mewajibkan kepada Pemerintah melalui Menteri kehutanan untuk 

mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan 

hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan.  

Adapun tujuan dan prinsip-prinsip perlindungan hutan dari PP No.45 

tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, menurut pasal 5 adalah 

penyelenggaraan perlindungan hutan adalah bertujuan untuk menjaga 

hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi 

lindung,fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal 

dan lestari. Pasal 6 prinsip- prinsip perlindungan hutan yaitu:  

1)  Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan 
hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, 
kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit.  

2)  Mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan 
perorangan atas hutan , kawasan hutan, hasil hutan, investasi 
serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.  

 
1. Status Hutan  

Menurut Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 yaitu hutan berdasarkan 

statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status 

(kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan 

pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan. Dalam hal ini, hutan 

berdasarkan statusnya dibagi dua macam yaitu: 
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a.  Hutan Negara  

Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak 

dibebani hak atas tanah. Yang termasuk dalam kualifikasi hutan 

negara adalah:  

1)  Hutan adat yaitu hutan negara yang diserahkan pengelolaannya 

kepada masyarakat hukum adat (rechtgemeenschap).  

2)  Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan 

dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa.  

3)  Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang 

pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.  

b.  Hutan Hak  

Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani 

hak milik lazim di sebut hutan rakyat.52 

2.  Fungsi Hutan  

Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting 

dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfir yang sehat dan 

memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan.53 

Kelangsungan dan keberadaan hutan tergantung sejauh mana kita 

mengakui dan melindungi nilai-nilai ekologi dan nilai sosial serta 

ekonominya.Manfaat-manfaat ini perlu di masukkan kedalam sistem 

neraca ekonomi nasional yang dipakai untuk menimbang pilihan-pilihan 

pembangunan. Arti penting dan fungsi hutan tersebut dapat 
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menempatkan peran hutan yang cukup besar dalam memelihara 

kelestarian mutu dan tatanan lingkungan hidup, serta pengembangan 

ekonomi kerakyatan dan pendapatan Negara. Oleh karena itu 

pemanfaatan dan kelestarian sumber daya hutan perlu dilakukan 

melalui suatu sistem pengelolaan yang dapat menjaga serta 

meningkatkan fungsi dan peranan hutan bagi kepentingan generasi 

sekarang dan generasi berikutnya.  

Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang 

didasarkan pada kegunaannya (Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 

UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan).  

Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:  

1.  Hutan Konservasi Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan 

ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan 

keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan 

Konservasi terdiri atas tiga macam, yaitu:  

a.  Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas 

tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan 

pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta 

ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem 

penyangga kehidupan.  

b. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas 

tertentu yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem 

penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman jenis 
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tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber 

daya alam hayati dan ekosistemnya.  

c. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai 

tempat wisata berburu.  

2.  Hutan Lindung  

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk 

mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah 

intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.  

3.  Hutan produksi  

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi 

pokok memproduksi hasil hutan atau areal hutan yang di 

pertahankan untuk memperoleh kepentingan konsumsi masyarakat 

industri dan ekspor.54 

Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan 

dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, 

pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat:  

a) Melakukan sosialisasi dan penyuluhan peraturan 
PerundangUndangan dibidang kehutanan  

b) Melakukan inventarisasi permasalahan  
c) Mendorong peningkatan produktivitas masyarakat  
d) Menfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarkat  
e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan 

hutan  
f) Melakukan kerja sama dengan pemegang hak atau izin  
g) Meningkatkan efektivitas koordinasi kegiatan perlindungan 
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hutan  
h) Mendorong terciptanya alternatif mata pencarian 

masyarakat  
i) Meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan 

keamanan hutan 
j) Mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap 

gangguan keamanan hutan  
k) Mengenakan sanksi terhadap pelanggaran hukum.55 

 
Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang 

sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen 

Hutan 1865. namun, perhatian ilmuan hukum terhadap bidang ini 

sangat kurang. Terbukti kurangnya literatur yang mengkaji hukum 

kehutanan, sehingga dalam mengidentifikasi rumusan hukum 

kehutanan masih kurang, penulis mencoba memaparkan pengertian 

hukum kehutanan dari berbagai pendapat yang ada. Dari definisi di 

atas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-

hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) 

tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-

undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum 

mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 

1971. di dalam Act 1971 ini bukan hanya mengatur hutan kerajaan 

semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik). Dalam 

kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa yang disebut 

dengan hukum kehutanan, adalah “Serangkaian kaidah-kaidah/norma 

(tidak tertulis) dan peraturan-paraturan tertulis yang hidup dan 
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dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan.56 

 
3.  Manfaat Hutan 

Hutan mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting 

dalam menunjang pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini 

disebabkan hutan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.  

Ada tiga manfaat hutan, yaitu:  

1.  Langsung  

2.  Tidak Langsung  

3.  Manfaat lainnya  

  
a.  Manfaat Lansung adalah manfaat yang dapat dirasakan/ dinikmati 

secara langsung oleh masyarakat, yaitu masyarakat dapat 

menggunakan dan memanfaatkan hasil hutan, antara lain kayu, yang 

merupakan hasil utama, selanjutnya seperti getah, buah-buahan, 

madu dan lain-lain sebagainya. Pada mulanya kayu hanya 

digunakan sebagai bahan bakar saja, baik untuk memanaskan diri, 

menanak, memasak, kemudian digunakan sebagai bahan bangunan, 

alat rumah tangga, pembuatan perahu, dan lain sebagainya dan 

kayu dapat dikatakan sangat dibutuhkan oleh manusia.  

b. Manfaat Tidak lansung  

Manfaat yang tidak langsung dinikmati masyarakat, tetapi yang 
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dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri, adapun manfaat 

hutan secara tidak langsung sebagai berikut:  

1)  Dapat mengatur tata air 
Hutan dapat mengatur tata air dan meninggikan debit air 

pada musim kemarau, dan mencegah terjadinya debit air yang 
berlebihan pada musim hujan. Hal ini disebabkan dalam hutan 
terdapat air retensi, yaitu air yang masuk kedalam tanah, dan 
sebagian bertahan dalam saluran-saluran kecil yang terdapat 
dalam tanah.  

2)  Dapat mencegah terjadinya erosi  
Hutan dapat mencegah dan menghambat mengalirnya air 

karena adanya akar-akar kayu dan akar tumbuh-tumbuhan Dapat 
memberikan manfaat terhadap kesehatan. Manusia memerlukan 
zat asam. Di hutan dan disekitarnya terdapat zat asam yang 
sangat bersih di bandingkan dengan tempattempat yang lain. 
Dalam hutan juga terdapat ozon (udara murni) dan air murni yang 
sangat diperlukan umat manusia.  

3)  Dapat memberikan manfaat terhadap kesehatan  
Manusia memerlukan zat asam. Di hutan dan disekitarnya 

terdapat zat asam yang sangat bersih di bandingkan dengan 
tempat-tempat yang lain. Dalam hutan juga terdapat ozon (udara 
murni) dan air murni yang sangat diperlukan umat manusia  

4)  Dapat memberikan rasa keindahan  
Hutan dapat memberikan rasa keindahan pada manusia 

karena dalam hutan itu seseorang dapat menghilangkan tekanan 
mental dan stress.  

5)  Dapat memberikan manfaat disektor pariwisata  
Daerah-daerah yang mempunyai hutan yang baik dan lestari 

akan dikunjungi wisatawan, baik mancanegara maupun domestic 
untuk sekedar rekreasi dan berburu.  

6) Dapat memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan  
Sejak zaman dahulu hutan mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam bidang pertahanan keamanan, karena dapat untuk 
kamuflase bagi pasukan sendiri dan menjadi hambatan bagi 
pasukan lawan. Cicero mengatakan sylvac, subsidium beli, 
ornament, artinya hutan merupakan alat pertahanan keamanan 
dimasa perang, dan hiasan dimasa damai.  

7) Dapat menampung tenaga kerja  
Setiap perusahaan yang mengembangkan usahanya di 

bidang kehutanan pasti memerlukan tenaga kerja dalam jumlah 
yang cukup besar dalam melakukan penanaman, pengelolahan, 
penebangan dan pemasaran hasil hutan sehingga dapat 
menurunkan angka pengangguran.  
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8) Dapat menambah devisa Negara 
Hasil hutan berupa kayu maupun hasil hutan ikutan dapat 

diekspor keluar negeri, sehingga mendatangkan devisa bagi 
Negara.57 

 
Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (lex spesialis) karena 

hukum kehutanan ini hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 

hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan 

lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan 

kehutanan, maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum 

kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai lex 

specialis, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agrarian dan hukum 

lingkungan sebagai hukum umum (lex specialis degorat legi generali). 

Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan 

melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi 

kesejahteraan rakyat secara lestari.58 

 
B. Izin Penebangan Pohon 

Izin penebangan pohon biasanya diberikan kepada pemohon yang 

mengajukan permohonan penebangan pohon yang telah melengkapi 

syarat dan ketentuan di dalam peraturan mengenai penebangan pohon 

kepada lembaga atau instansi terkait yang memiliki kewenangan dan 

tugas, pokok serta fungsinya mengeluarkan atau menerbitkan perizinan 

penebangan pohon sampai dengan melakukan penebangan pohon serta 

pengawasan yang ditujukan untuk pelaksanaan penebangan yang ada di 
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wilayah hutan maupun pohon yang berada ditepi jalan. Perizinan yang 

biasanya dikeluarkan adalah dalam bentuk lisensi yang diterbitkan oleh 

lembaga atau instansi terkait yang berguna sebagai legalitas dan 

mencegah adanya penebangan pohon secara liar tanpa adanya surat izin 

maupun pengawasannya. 

Pemerintah daerah memiliki sebuah kewenangan dalam upaya 

pemberantasan dan pencegahan pembalakan liar yang terjadi di daerah 

dapat dibagi menjadi 5 kategori yaitu :  

1) Pemberian Izin;  
2) Pengawasan; 
3) Pembuatan Peraturan Daerah;  
4) Bekerja sama dengan instansi terkait, dan;  
5) Tegas dan kritis dalam pemberian dan pencabutan pemberian izin 

penebangan.59 
 

Selain itu, pemerintah daerah haruslah melakukan upaya 

pendekatan yakni: 

1. Melalui Pencegahan dan Penanggulangan 

Upaya ini adalah serangkain usaha atau cara sebagai tindakan 

pencegahan dan penanggulangan agar tidak terjadi pelanggaran 

atau penyalahgunaan ketentuan atau peraturan yang ada dan telah di 

buat serta harus dilaksanakan.60 

a.  Melakukan Pembinaan dan Pendekatan Kepada Masyarakat 

Pembinaan dan pendekatan kepada masyarakat diperlukan oleh 
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pemerintah daerah guna membantu melakukan pengawasan 

penebangan pohon di kawasan ruang milik Kabupaten Tulungagung. 

Serta ikut menjaga secara langsung maupun tidak langsung. Dan 

mensosialisasikan peran masyarakat dalam melaksanakan dalam 

pemantauan/pengawasan dan pelaporan jika ada kegiatan 

penebangan pohon yang telah diatur dalam Perda. 

b. Reboisasi 

Penebangan pohon yang dilakukan secara ilegal maupun 

secara  legal yang tidak diketahui atau diketahui oleh masyarakat 

yang dilakukan, berdampak pada lingkungan dan ekosistem yang 

ada disekitar kawasan ruang milik jalan yaitu tidak ada pohon yang 

menyerap karbon dioksida yang ada dijalan setelah dilakukan 

penebangan. Maka dari itu, dilakukannya reboisasi atau penanaman 

kembali diharapkan agar karbon dioksida dari kendaraan bisa 

terserap. 

2. Melalui Tindakan 

Upaya ini akan dijalankan jika sudah terjadi suatu pelanggaran 

hukum atau untuk menanggulangi segala bentuk permasalahan 

hukum.61 

3. Memberikan izin dan Melakukan Pengawasan 

Pemberian izin ini dilakukan untuk meminimalisir terjadi praktek 

penebangan pohon secara liar serta adanya pergantian pohon secara 
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langsung setelah dilakukannya penebangan pohon karena suatu hal 

yang mendesak. Selain pemberian izin harus dibarengi dengan 

pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh instansi-instasi 

terkait terkait penebangan pohon di kawasan ruang milik jalan. Mulai 

dari pemeriksaan kelengkapan dokumen dan surat ijin yang diperoleh 

untuk mengurangi angka penebangan pohon secara liar. 

4. Menerapkan sanksi berat 

Penerapan sanksi berat ini dimaksudkan bagi pelaku yang 

melanggar Peraturan Daerah karena telah melakukan illegal logging. 

Yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku dan memberikan 

peringatan bagi yang akan melakukan hal tersebut. 

 
C. Ketentuan Tentang Tindak Pidana Illegal Logging 

Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia hampir dapat dipastikan 

70 sampai 80 persen merupakan akibat perbuatan manusia. Oleh karena 

itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai aturan hukum agar dapat 

memberantas atau setidaknya meminimalisir kerusakan hutan yang 

diakibatkan oleh perbuatan manusia. 

Dalam rangka penanggulangan dan penegakan hukum terhadap 

tindak pidana illegal logging, berikut ini akan dideskripsikan ketentuan-

ketentuan pidana dari perundang-undangan yang merupakan lex specialis 

terhadap permasalahan-permasalahan dibidang penegakan hukum, yaitu 

antara lain sebagai berikut: 

 



60 
 
 

 
 

1. Undang-Undang Dibidang Kehutanan Yang Terkait dengan 

Tindak Pidana Illegal Logging 

a.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan 

Rumusan definisi tindak pidana Illegal Logging secara eksplisit 

tidak ditemukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut UU Kehutanan), namun 

illegal logging bisa diidentikkan dengan tindak atau perbuatan yang 

berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini 

ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) UU Kehutanan. 

Perusakan hutan menurut UU Kehutanan dalam penjelasan pasal 

50 ayat (2), yaitu : ”yang dimaksud denga kerusakan adalah terjadinya 

perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan 

tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan 

fungsinya”. 

Tindak pidana illegal logging menurut UU Kehutanan tentang 

Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur 

dalam Pasal 78. Yang menjadi dasar adanya perbuatan illegal logging 

adalah karena adanya kerusakan hutan. 

Untuk itu unsur yang harus terpenuhi untuk dikatakan telah terjadi 

tindak pidana illegal logging menurut UU Kehutanan adalah sebagai 

berikut : 

Pasal 50 ayat (1) : Setiap orang dilarang merusak prasarana dan 

sarana perlindungan hutan. 
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Pasal 50 ayat (2) 

Setiap orang diberikan izin pemanfaatan kawasan, izin usaha 
pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan 
kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan 
bukan kayu. Dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan 
kerusakan hutan. 
 
Pasal 78 ayat (1) : Barangsiapa dengan sengaja melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) atau pasal 

50 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) 

tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar 

Rupiah). 

Perumusan ”setiap orang” mengandung maksud setiap orang 

adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun 

badan usaha. Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan usaha 

dalam pasal tersebut antara lain Perseroan Terbatas (PT), Perseroan 

Komanditer (Commanditer Vennotschaap-CV), Firma, Koperasi dan 

sejenisnya (penjelasan pasal 78 ayat (14)). 

Pasal 50 ayat (3) 

Setiap orang dilarang : 

a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki 
kawasan hutan secara tidak sah; 

b. merambah kawasan hutan; 
c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan 

radius atau jarak sampai dengan : 
1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau 
2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai 

didaerah rawa. 
3. 100 (seratus meter) dari tepi kiri kanan sungai 
4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan dari tepi jurang 
5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi juran 
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6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan 
pasang terendah dari tepi pantai. 
 

Pasal 78 ayat (2) : Barang siapa dengan sengaja melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, 

huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima 

Milyar Rupiah). 

Pasal 50 ayat (3) huruf d : Membakar hutan 

Pasal 78 ayat (3) : Barang siapa dengan sengaja melanggar 

ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 

belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar 

rupiah). 

Pasal 78 ayat (4) :  

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan ini 
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun dan 
denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus 
ribu rupiah) Penjelasan pasal 78 ayat (3) terhadap tindak pidana 
yang dilakukan dengan sengaja maka selain pidana penjara dan 
denda dapat juga dikenakan pidana tambahan. 
 
Berdasarkan ketentuan tersebut terhadap “kesengajaan“ dan 

“kelalaian” terdapat perbedaan ancaman pidana dimana unsur adanya 

kesengajaan ancaman pidananya lebih berat dari pada unsur kelalaian. 

Pasal 50 ayat (3) huruf e : Menebang pohon atau memanen atau 

memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari 

pejabat yang berwenang. 
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Pasal 50 ayat (3) huruf f : Menerima, membeli atau menjual, 

menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil 

hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan 

yang diambil atau dipungut secara tidak sah. 

Pasal 78 ayat (5) : Barang siapa dengan sengaja melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau 

huruf f dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh ) tahun dan 

denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). 

Pasal 50 ayat (3) huruf g : Melakukan kegiatan penyelidikan 

umum atau ekspolitasi bahan tambang didalam kawasan hutan tanpa 

izin dari Menteri. 

Pasal 78 ayat (6) : Barang siapa dengan sengaja melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (4) atau 

pasal50 ayat (3) huruf g ini diancam dengan pidana penjara paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima 

millar rupiah). 

Pasal 50 ayat (3) huruf h : Mengangkut, menguasai atau memiliki 

hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat 

keterangan sahnya hasil hutan. 

Pasal 78 ayat (7) : Barang siapa dengan sengaja melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h 

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima ) tahun dan denda 

paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). 
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Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama”adalah bahwa 

setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada 

waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat 

yang sah sebagai bukti. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan 

dokumen sahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan fisik baik jenis, 

jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak 

mempunyai surat-surat sah sebagai bukti. 

Pasal 50 ayat (3) huruf i : Mengembalakan ternak dalam kawasan 

hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh 

pejabat yang berwenang. 

Pasal 78 ayat (8) : Barang siapa dengan sengaja melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i 

diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda 

paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). 

Pasal 50 ayat (3) huruf j : Membawa alat-alat berat dan atau alat-

alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk 

mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat 

yang berwenang. 

Pasal 78 ayat (9) : Barang siapa dengan sengaja melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j 

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). 
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Yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut, antara 

lain berupa, traktor, bulldozer, truck, trailer, crane, tongkang, perahu 

klotok, helicopter, jeep, tugboat, dan kapal. 

Pasal 50 ayat (3) k : Membawa alat-alat yang lazim digunakan 

menebang memotong atau membelah pohon di dalam awasan hutan 

tanpa izin pejabat berwenang. 

Pasal 78 ayat (10) : Barang siapa dengan sengaja melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k 

diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda 

paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). 

Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang 

membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis 

lainnya, sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah 

setempat. 

Pasal 50 ayat (3) l : Membuang benda-benda yang dapat 

nemenyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan 

keberadaan atau kelangsungan fungís hutan kedalam kawan hutan. 

Pasal 78 ayat (11) : Barang siapa dengan sengaja melanggar 

ketentua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf 

diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga tahun dan denda 

paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). 

Pasal 50 ayat (3) huruf m : Mengeluarkan, membawa dan 

mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi 
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undang-undang berasal dari kawasan hutan tanpa izan dari pejabat 

yang berwenang. 

Pasal 78 ayat (12) : Barang siapa dengan sengaja melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m 

diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 

paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). 

Pasal 78 ayat (13) : Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), 

ayat (10) dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah 

pelanggaran ; 

Pasal 78 ayat (14) :  

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama 
badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya 
dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun 
bersama-sama dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana 
masing-masing ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang 
dijatuhkan. 
 
Pasal 78 ayat (15) : Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan 

pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang 

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran 

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara. 

Dari uraian tentang rumusan ketentuan-ketentuan tersebut dapat 

disimpulkan unsur-unsur yang dapat dijadikan dasar hukum untuk 
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penegakan hukum pidana terhadap kejahatan illegal logging yaitu 

sebagai berikut : 

(1) Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan usaha ; 

(2) Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun 

karena kealpaannya ; 

(3) Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni : 

a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan 

b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak 

hutan. 

c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang 

ditentukan Undang-undang. 

d. Menebang pohon tanpa izin. 

e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima 

titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau 

patut diduga sebagai hasil hutan illegal. 

f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH. 

g. Membawa alat-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan 

tanpa izin. 

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam 

rumusan pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan 

berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan pasal 80, yang 

berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 80 
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(1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam 
Undang-udang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana 
sebagaimana diatur dalam pasal 78, mewajibkan kepada 
penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi 
sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan 
kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi 
hutan, atau tindakan lain yang diperlukan ; 

(2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin 
usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan 
hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur 
dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan diluar 
ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 
dikenakan sanksi administratif ; 

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Melihat dari 
ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk 
kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan pidana 
pokok berupa : 1).Pidana penjara, 2) denda, dan 3) pidana 
tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau 
alat-alat termasuk alat angkutnya. 
 

Berdasarkan penjelasan umum paragraf ke-8 Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999 maksud dan tujuan dari pemberian sanksi 

pidana yang berat sebagaimana rumusan pasal 78 Undang-Undang 

Nomor41 Tahun 1999 adalah terhadap setiap orang yang melanggar 

hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek 

jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang 

dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak 

pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai 

kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan 

perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat. 
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a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ini, mengatur dua macam 

perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi 

pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan 

pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 

ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam 

Pasal 40 ayat (3) dan (4), sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya 

diatur dalam Pasal 19, 21 dan Pasal 33, yaitu sebagai berikut : 

Pertama, Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan 

yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap : keutuhan kawasan 

suaka alam (Pasal 19 ayat (1), dan keutuhan zona inti taman nasional 

Pasal 33 ayat (1)), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

tahun dan denda paling banyak Tp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), 

(Pasal 40 ayat (1)). 

Penjelasan Pasal 19 ayat (1): yang dimaksud dengan perubahan 

terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap 

keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada 

dalam kawasan, dan memasukan jenis-jenis bukan asli. Penjelasan 

Pasal 33 ayat (1) sama dengan penjelasan Pasal 19 ayat (1). 

Kedua, Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan 

mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, 

memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang 
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dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati 

(Pasal 21 ayat (1)), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari suatu 

tempat di Indonesia ke suatu tempat lain di dalam atau luar Indonesia 

(Pasal 21 ayat (2), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai 

dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari aman nasional, 

taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3), dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 ayat (2)). 

Ketiga, Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan 

yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap : keutuhan kawasan 

suaka alam (Pasal 19 ayat (1), dan keutuhan zona inti tanam nasional 

(Pasal 33 ayat (1)), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 

tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (Pasal 40 ayat (3)). 

Keempat, Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan 

mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, 

memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang 

dilindungi atau bagian-bagaiannya dalam keadaan hidup atau mati 

(Pasal 21 ayat (10), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari suatu 

tempat di Indonesia ke suatu tempat lain di dalam atau luar Indonesia 

(Pasal 21 ayat (2), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai 

dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari aman nasional, 

taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3), dipidana 
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dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 40 ayat (4)). 

Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan illegal 

logging dalam undang-undang diatas antara lain : 

Pertama, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang 

mengakibatan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan 

ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka 

alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata. 

Kedua, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian 

mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, 

mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. 

Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa 

tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam 

kepunahan (penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No.5 Tahun 1990).  

Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang 

tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasalnya hanya secara 

khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap kawasan hutan 

tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk diterapkan 

terhadap kejahatan illegal logging hanya sebagai instrumen pelengkap 

yang hanya dapat berfungsi jika unsur-usur tersebut terpenuhi. 
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang 

Perlindungan Hutan. 

Ada dua jenis tindak pidana menurut Pasal 18 Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun1985 yaitu kejahatan dan pelanggaran, 

sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana 

kurungan, pidana denda dan pidana perampasan benda yang 

digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. 

Ketentuan pidana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 

tentang Perlindungan Hutan tersebut diatur dalam Pasal 18, yang akan 

diuraikan sebagai berikut : 

Pertama, barangsiapa dengan sengaja melakukan penebangan 

pohon-pohon dalam hutan lindung tanpa izin (Pasal 9 ayat (2)), 

dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun 

dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) 

(Pasal 18 ayat(1)). Sedangkan jika perbuatan tersebut dilakukan di 

dalam hutan bukan hutan lindung dipidana dengan penjara selama-

lamanya 5 (lima ) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 

20.000.000 (dua puluh juta rupiah). 

Kedua, barangsiapa yang melakukan pemungutan hasil hutan 

dengan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan 

tegakan di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan (Pasal 7 ayat 

(3)), dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda 
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sebanyakbanyaknya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) (Pasal 18 

ayat(3)). 

Penjelasan Pasal 7 ayat (30 : pengertian tegakan adalah 

keseluruhan pohon yang ada di dalam hutan. 

Ketiga, Barangsiapa yang dengan sengaja memiliki dan atau 

menguasai dan atau mengangkut hasil hutan yang sudah dipindahkan 

dari tempat pemungutannya tanpa disertai dengan surat keterangan 

sahnya hasil hutan (SKSHH), dipidana dengan pidana kurungan 

selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 

5.000.000 (Pasal 18 ayat (4) huruf d). 

Keempat, Barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat yang 

lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di 

dalam kawasan hutan, selain petugas yang diberi wewenang oleh 

undang-undang (Pasal 9 ayat (1)), dipidana dengan pidana kurungan 

selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 

2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 18 ayat (5)). Ada 

pengecualian dalam penjelasannya yaitu orang yang karena 

kepentingan dibenarkan dalam hutan, misalnya penduduk yang karena 

tempat tinggalnya berada di dalam atau harus melalui hutan. 

Kelima, Semua benda yang diperoleh dari dan semua alat atau 

benda dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal ini dapat dirampas untuk negara. 
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Melihat rumusan dari ketentuan pidana dalam PP No. 28 Tahun 

1985 tersebut dan jika dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam 

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada hakekatnya semua unsur-unsur yang diatur 

dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah dimuat dalam rumusan 

tentang ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 

1999. dibandingkan dengan sanksi pidana menurut Undang-Undang 

Nomor 41 tahun 1999, sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah ini relatif lebih ringan, sehingga efek jera yang ditimbulkan 

pun relatif kecil. Dipandang dari segi ilmu hukum pidana menurut 

Marpaung bahwa ada kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang 

berat terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan 

Pemerintah dan pada umumnya tindak pidana serta sanksi dirumuskan 

berdasarkan Undang-Undang sedangkan tindak pidana terhadap hutan 

diatur dalam Perauran Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang 

Perlindungan Hutan. 

Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan 

penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor5 Tahun 1967 

tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang berbunyi : 

”peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat memuat sanksi 

pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/atau 

denda”. Oleh karena itu, dalam menetapkan Peraturan Pemerintah 
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Nomor 28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya 

harus selalu di joncto-kan dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor5 

Tahun 1967. Namun demikian dengan diberlakukannya Undang-

Undang Nomor41 Tahun 1999 kerancuan tersebut dapat diatasi. 

 
3) Ketentuan Pidana Diluar bidang Kehutanan Yang Terkait 

Dengan Tindak Pidana Illegal Logging 

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus 

yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat 

menunjukan hukum pidana khusus itu, yaitu : pertama, orang-orangnya 

atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus 

(bijzonder lijk feiten)62. Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus 

maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum 

pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum 

pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan 

pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum 

fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan illegal logging 

merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana 

yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang 

menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu. Pada dasarnya kejahatan 

illegal logging, secara umum kaitannya dengan unsur-unsur tindak 

                                                           
62

 Pope, Strategi Memberantas Korupsi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, 

h.19 
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pidana umum dalam KUHP, dapat dikelompokan ke dalam beberapa 

bentuk kejahatan secara umum yaitu : 

 
• Pengrusakan 

Pengrusakan sebagaimana diatur dalam Pasal 406 sampai 

dengan Pasal 412 KUHP terbatas hanya mengatur tentang 

pengrusakan barang dalam arti barang-barang biasa yang dimiliki 

orang (Pasal 406 KUHP). 

Barang tersebut dapat berupa barang terangkat dan tidak 

terangkat, namun barang-barang yang mempunyai fungsi sosial 

artinya dipergunakan untuk kepentingan umum diatur dalam Pasal 

408, akan tetapi terbatas pada barang-barang tertentu sebagaimana 

yang disebutkan dalam pasal tersebutdan tidak relevan untuk 

diterapkan pada kejahatan pengrusakan hutan. 

Ancaman Pidana dalam Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 

KUHP paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp. 4.500 

(empat ribu lima ratus rupiah) yaitu bagi pengrusakan terhadap 

rumah (gedung) atau kapal. Hukuman itu ditambah sepertiganya jika 

dilakukan bersama-sama. 

Unsur pengrusakan terhadap hutan dalam kejahatan illegal 

logging berangkat dari pemikiran tentang konsep perizinan dalam 

sistem pengeloalaan hutan yang mengandung fungsi pengendalian 

dan pengawasan terhadap hutan untuk tetap menjamin kelestarian 

fungsi hutan. Illegal logging pada hakekatnya merupakan kegiatan 
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yang menyalahi ketentuan perizinan yang ada baik tidak memiliki izin 

secara resmi maupun yang memiliki izin namun melanggar dari 

ketentuan yang ada dalam perizinan itu seperti over atau 

penebangan diluar areal konsesi yang dimiliki. 

 
• Pencurian 

Pencurian menurut penjelasan Pasal 362 KUHP mempunyai 

unsur-unsur sebagai berikut : 

a.  Perbuatan mengambil, yaitu mengambil untuk dikuasai. 

b.  Sesuatu barang, dalam hal ini barang berupa kayu yang ada 

waktu diambil tidak berada dalam pengausaan pelaku. 

c.  Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dalam hal ini hutan 

dapat merupakan hutan adat dan hutan hak yang termasuk dalam 

hutan negara maupun hutan negara yang tidak dibebani. 

d.  Dengan maksud ingin memiliki dengan melawan hukum. 

Jelas bahwa kegiatan penebangan kayu dilakukan dengan 

sengaja dan tujuan dari kegiatan itu adalah untuk mengambil 

manfaat dari hasil hutan berupa kayu tersebut (untuk dimiliki). Akan 

tetapi ada ketentuan hukum yang mangatur tentang hak dan 

kewajiban dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu, sehingga 

kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan itu berarti kegiatan 

yang melawan hukum. Artinya menebang kayu di dalam areal hutan 

yang bukan menjadi haknya menurut hukum. 
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• Penyelundupan 

Hingga saat ini, belum ada peraturan perundang-undangan 

yang secara khusus mengatur tentang penyelundupan kayu, bahkan 

dalam KUHP yang merupakan ketentuan umum terhadap tindak 

pidana pun belum mengatur tentang penyelundupan. Selama ini 

kegiatan penyelundupan sering hanya dipersamakan dengan delik 

pencurian oleh karena memiliki persamaan unsur yaitu tanpa hak 

mengambil barang milik orang lain. Berdasarkan pemahaman 

tersebut, kegiatan penyelundupan kayu (peredaran kayu secara 

ilegal) menjadi bagian dari kejahatan illegal logging dan merupakan 

perbuatan yang dapat dipidana. 

Namun demikian, Pasal 50 (3) huruf f dan h Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 1999, yang mengatur tentang membeli, menjual 

dan atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah 

dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan 

kayu. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak jelas mengatur siapa 

pelaku kejahatan tersebut. Apakah pengangkut/sopir/nahkoda kapal 

atau pemilik kayu. 

Untuk tidak menimbulkan kontra interpretasi maka unsur-unsur 

tentang penyelundupan ini perlu diatur tersendiri dalam perundang-

undangan tentang ketentuan pidana kehutanan. 

 
• Pemalsuan 
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Pemalsuan surat-surat dalam Pasal 263-276. Pemalsuan 

materi dan merek diatur dalam Pasal 253-262, pemalsuan surat atau 

pembuatan surat palsu menurut penjelasan Pasal 263 KUHP adalah 

membuat surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat 

sedemikian rupa, sehingga menunjukkan seperti aslinya. Surat 

dalam hal ini adalah yang dapat menerbitkan : suatu hal, suatu 

perjanjian, pembebasan utang dan surat yang dapat dipakai sebagai 

suatu keterangan perbuatan atau peristiwa. Ancaman pidana 

terhadap pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP ini adalah 

penjara paling lama 6 tahun, dan Pasal 264 paling lama 8 tahun. 

Pemalsuan materai dan merek menurut Pasal 263 KUHP 

adalah perbuatan meniru materai yang dikeluarkan oleh pemeritah 

dengan melawan hak dengan maksud untuk menggunakan atau 

menyuruh orang lain untuk menggunakan materai itu sebagai yang 

asli, dan membuat materai dengan cap yang asli, meniru benda yang 

rupanya menyamai benda yang asli. 

Dalam praktik-praktik kejahatan illegal logging, salah satu 

modus operandi yang sering digunakan oleh pelaku dalan 

melakukan kegiatannya adalah pemalsuan Surat Keterangan 

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), pemalsuan tanda tangan, pembuatan 

stempel palsu, dan keterangan Palsu dalam SKSHH. Modus 

operandi ini belum diatur secara tegas dalam Undang-undang 

kehutanan. 



80 
 
 

 
 

Ancaman hukum terhadap tindak pidana pemalsuan surat ini 

dalam Pasal 263 KUHP paling lama enam tahun, Pasal 264 paling 

lama 8 tahun dan Pasal 266 paling lama 7 tahun. Sedangan 

ancaman hukuman terhadap pemalsuan materai dan merek dalam 

Pasal 263 KUHP paling lama 7 tahun. 

 
• Penggelapan 

Penggelapan dalam KUHP diatur dalam Pasal 372 sampai 

Pasal 377. Dalam penjelasan pasal 372 KUHP : Penggelapan adalah 

kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam pasal 362.63 

Bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu 

masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus “diambilnya” 

sedang pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di 

tangan sipembuat tidak dengan jalan kejahatan. 

Kejahatan illegal logging antara lain : seperti over cutting yaitu 

penebangan di luar areal konsesi yang dimiliki, penebangan yang 

melebihi target kuota yang ada (over capasity), dan melakukan 

penebangan sistem terbang habis sedangkan ijin yang dimiliki 

adalah sistem tebang pilih, mencantumkan data jumlah kayu dalam 

SKSH yang lebih kecil dari jumlah yang sebenarnya. 

                                                           
63

 R. Soesilo, KUHP serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, 

Bogor, 1988, hlm. 258. 
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Ancaman hukuman yang ada dalam Pasal 372 adalah paling 

lama 4 tahun atau denda sebanyak – banyanya Rp. 900. (sembilan 

ratus rupiah). 

 
• Penadahan 

Dalam KUHP penadahan yang kata dasarnya tadah adalah 

sebutan lain dari perbuatan persengkokolan atau sengkongkol atau 

pertolongan jahat. Penadahan dalam bahasa asingnya “heling” 

(Penjelasan Pasal 480 KUHP). Lebih lanjut dijelaskan oleh R. 

Soesilo, bahwa perbuatan itu dibagi menjadi, perbuatan membel 

atau menyewa barang yang dietahui atau patut diduga hasil dar 

kejahatan, dan perbuatan menjual, menukar atau menggadaikan 

baran yang diketahui atau patut diduga dari hasil kejahatan. 64 

Ancaman pidana dalam Pasal 480 itu adalah paling lama 4 tahun 

atau denda sebanyak-banyakny Rp. 900 (sembilan ratus rupiah). 

Modus ini banyak dilakukan dalam transaksi perdagangan kayu 

illegal baik di dalam maupun diluar negeri, bahkan terdapat kayu-

kayu hasil illegal logging yang nyata-nyata diketahui oleh pelaku baik 

penjual maupun pembeli. Modus ini pun telah diatur dalam Pasal 50 

ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor41 Tahun 1999. 

 
 
 
 
 

                                                           
64

 Ibid, h. 260. 
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b. Undang-Undang Pemberantasan Korupsi 

Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan illegal 

logging dan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik 

illegal logging yang bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi akan 

tetapi juga terkait dengan aspek ekologi, sosial, dan budaya, maka 

sangat jelas bahwa illegal logging bukanlah merupakan suatu kejahatan 

yang biasa akan tetapi dapat digolongkan sebagai transnational crime 

dan extra ordinary crime yang penanganannya pun tidak dapat 

dilakukan dengan cara-cara yang biasa. Demikian juga penegakan 

hukum terhadap kejahatan illegal logging ini, tidak hanya diarahkan 

kepada penegakan keadilan hukum, tetapi juga harus diarahkan pada 

penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara simultan.Artinya bahwa 

tidak hanya memberikan hukuman kepada pelaku dengan sanksi yang 

seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang 

diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan itu dapat kembali semula 

dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

Dalam kejahatan illegal logging terdapat juga tindak pidana lain 

seperti tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang justru menjadi 

faktor utama penyebab semakin meningkatnya kegiatan ilegal tersebut. 

Unsur merugikan keuangan dan perekonomian negara yang menjadi 

unsur dalam tindak pidana korupsi relevan dengan dampak yang 

ditimbulkan oleh kejahatan illegal logging yang juga merugikan 

keuangan atau perekonomian negara baik secara langsung maupun 
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tidak langsung. Demikian juga unsur-unsur kolusi seperti suap 

menyuap juga menjadi fenomena dalam praktik illegal logging. 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa, kejahatan illegal 

logging mempunyai dampak yang multidimensional yang salah satunya 

sangat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Hal ini juga 

merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana. Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (KKN). Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, disebutkan 

pengertian korupsi yaitu perbuatan yang secara melawan hukum 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 

Beberapa kalangan menilai bahwa ada keterkaitan antara korupsi 

dengan kejahatan illegal logging. Menurut Wahana Lingkungan Hidup 

(Walhi) Ginting Bahwa “Akar permasalahan dari illegal logging adalah 

karena korupsi, hal ini terlihat dari izin-izin soal hutan yang dikelola oleh 

birokrasi pemerintah dan lain-lain”. 65  Praktik-praktik KKN dalam 

kejahatan illegal logging inilah yang tidak dapat tersentuh oleh 

penegakan hukum dalam pemberantasan kejahatan illegal logging, 

sehingga penegakan hukum seringkali hanya tertuju kepada yang 

melakukan kegiatan ilegal tersebut, namun otak dari kejahatan illegal 

logging itu tidak tersentuh oleh hukum. 

                                                           
65

 Ginting, Illegal Logging dan Korupsi, Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), 

Jakarta, 2001, h. 1. 
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Kolusi antara pejabat atau aparat pemerintah dengan pengusaha 

dalam kegiatan pengelolaan hutan merupakan salah satu faktor 

penyebab suburnya kegiatan illegal logging, namun dalam undang-

undang kehutanan belum mengatur tentang unsur-unsur keterlibatan 

pelaku dari pihak pemerintah dalam kejahatan illegal logging, sehingga 

undang-undang tersebut terkesan selektif dan diskriminatif. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (seanjutnya disebut UU Pemberantasan TPK) telah 

mengatur tentang kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri 

dengan menyebutkan secara langsung unsur-unsur dalam pasal-pasal 

KUHP dan tidak lagi mengacu pada pasal-pasal KUHP itu, perluasan 

pengertian tentang gratifikasi (pemberian/hadiah) yang merupakan 

bagian dari tindak pidana suap, perluasan alat bukti, serta hak negara 

untuk menuntut ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dalam rangka 

untuk mengembalikan kerugian negara. 

UU Kehutanan belum mengatur perihal tindak pidana kehutanan 

yang melibatkan pegawai negeri, sehingga aturan hukum yang dipakai 

untuk menindak pelalu-pelaku khususnya pegawai negeri yang terlibat 

didalam kejahatan illegal logging, terutama yang menyangkut unsur-

unsur korupsi masih harus mengacu pada undang-undang tentang 

pemberantasan korupsi ini. 
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Keuangan negara menurut penjelasan umum UU Pemberantasan 

TPK adalah seluruh kekayaan negara, dalam bentuk apapun, yang 

dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian 

kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : 

berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban: (a) 

pejabat lembaga negara, baik pusat maupun daerah; (b) BUMN, 

BUMD, yayasan, badan hukum, perusahaan yang menyertakan modal 

negara atau pihak ketiga. Sedangkan yang dimaksud dengan 

perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun 

sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun 

usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan 

pemerintah pusat atau daerah yang bertujuan untuk memberikan 

manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan 

rakyat. 

Pengertian pegawai negeri juga diperluas menjadi orang yang 

menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal 

atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Ketentuan dalam UU 

Pemberantasan TPK yang dapat dikaitkan dengan kejahatan illegal 

logging antara lain : 

a.  Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang 

bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b). 

pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
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pemberian tersebut (Pasal 5 ayat (2)).Ancaman pidana penjara 5 

tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus limapuluh juta 

rupiah) ; 

b.  Memberikan sesuatu kepada hakim atau advokat untuk 

mempengaruhi putusan atau pendapatnya (Pasal 6 ayat (1) huruf a 

dan b). Hakim atau advokat yang menerima pemberian tersebut 

(Pasal 6 ayat (2)). Ancaman pidana penjara 15 tahun dan atau 

denda paling sedikit 150.000.000 (seratus limapuluh juta rupiah) 

hingga Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh jutarupiah). 

c.  Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang 

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus 

atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uan 

atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau 

membiarkan uang atau surat berharga tersebut atau digelapkan oleh 

orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut 

(Pasal 8). Ancaman hukum penjara 15 tahun dan atau denda paling 

sedikit 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga 

Rp.750.000.000(tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 

d.  Pegawai negeri atau orang yang diberi tugas menjalankan suatu 

jabatan,memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk 

pemeriksaan administrasi (Pasal 9). Ancaman pidana adalah penjara 

paling singkat 1 ((satu)tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau 
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denda paling sedikitRp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga 

Rp. 250.000.000 (dua ratuslima puluh juta rupiah). 

e.  Pegawai negeri yang menerima janji atau hadiah karena kekuasaan 

atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11). 

Ancaman pidana adalah penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 

paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit 50.000.000 

(lima puluh juta rupiah) hingga Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh 

juta rupiah). 

f.  Pasal 12 : ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun, 

dan denda Rp. 200.000.000(dua ratus juta rupiah) hingga Rp. 

1.000.000.000 (satu milyar). Korupsi yang nilainya dibawah 

5.000.000 (lima juta rupiah pidana penjara paling lama 3tahun dan 

denda paling banya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), 

terhadap: 

1)  Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji agar melakukan 

atau tidak melakukan yang bertentangan dengan kewajibannya 

(huruf a); 

2)  Pegawai negeri yang menerima hadiah dari sesuatu yang telah 

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (huruf b); 

3)  Hakim yang menerima hadiah untuk mempengaruhi putusannya 

(huruf c); 
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4)  Advokat yang menerima hadiah untuk mempengaruhi 

pendapatnya (huruf d); 

5)  Pegawai negeri yang memaksa orang lain untuk memberikan atau 

mengerjakan sesuatu (huruf e); 

6)  Pegewai negeri yang meminta, menerima atau memotong 

pembayaran pegawai negeri lain yang seolah mempunyai utang 

(huruf e); 

7)  Pegawai negeri yang meminta atau menerima pekerjaan atau 

penyerahan barang yang seolah-olah merupakan uatang pada 

dirinya (huruf g); 

8)  Pegawai negeri yang menggunakan tanah negara yang dibebani 

hak dan merugian orang yang berhak (huruf h); 

9)  Pegawai negeri yang secara langsung atau tidak turut serta dalam 

pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang menjadi 

tugasnya untuk mengurus dan mengawasi (huruf i). 

 

 

 

 

 

 

 

 


